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PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 24 T/JIDH 2083

T E N T A N G

TATA CARA PEUKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat 1.

BUPATI LUWU,

bahvva untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Luv^u Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum. maka perlu diatur tata cara
pelaksanaan pemungutannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana

fPeraturan
Pelayanan"^lr Pelaksanaan Retribusi
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74

NomoM822V®'"''̂ '̂ " Indonesia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indnnp'" x" (Lembaran Negara Republik
Lembarlr M tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Rfin (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah^ Daerah (Lembaran Negara Republik

TambahanLembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan:

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia
Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonseia Nomor 5234);

8. undang undang no.39 thn 1999 tentang
telekomunikasi

9. Peraturan Pemerintah thn 2000 tentang
penyelenggaraan Telekomunikasi

10. PMB 3 Menteri thn 2009 tentang pembangunan
menara bersama

11. Permen Kominfo thn 2008 tentang pedoman
penggunaan menara bersama

12. Surat Edaran Dirjen Pajak thn 2003 tentan penilaian
Bangunan Menara Telekomunikasi

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

17. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum.

M E M U S T U S K A N

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM
WILAYAH KABUPATEN LUWU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan parangkat sabagai unsur
panyalanggara pamarintahan daarah.

4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah Satuan Katja Pamarintah Daarah yang salanjutnya disabut

SKPD adalah instansi yang dibari tugas pangalolaan ratribusi daarah
dibidang pangandalian Manara Talakomunikasi dalam wilayah Kabupatan
Luwu.

6. Ratribusi Jasa Umum adalah Ratribusi atas jasa yang disediakan atau
dibarikan olah Pamarintah Kabupatan untuk tujuan kapantingan dan
kamanfaatan umum sartadapat dinikmati olah pribadi atau badan.

7. Manara Talakomunikasi, yang salanjutnya disabut Menara, adalah
Bangunan-Bangunan untuk kapantingan Umum yang didiri.kandi atas tanah
atau bangunan yang mempakan satu kesatuan konstmksi dangan
bangunan gadung yang dipargunakan untuk kapantingan Umum yang
struktur fislknya dapat barupa rangka baja yang diikat olah barbagai simpul
dan konstruksinya disasuiakan sabagal sarana penunjang penampatan
perangkat Talakomunikasi

8. Manara barsama adalah menara tajakomunikasi yang digunakan sacara
barsama sama olah operator panyalanggara Talakomunikasi

9. Pejabat adalah Pagawai yang dibari tugas tartantu dibidang ratribusi
sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.

10. Talakomunikasi adalah satiap pamancaran, pangiriman dan atau
panariniaan dan satiap informasi dalam bantuk tanda tanda
isyarat.tulisan.gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik radio
atau sistem alektromagnatik lalnnya

11.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan Infrastruktur Talakomunikasi
barbagai alaman jaringan talakomunikasi yang

dapat barfungsi sabagai sentral Trunk, Mobile switching center (MSC)
Base Station controller (BSC)/Radio Network Controller (.RNC) dan jaringan
transmisi Utama rSackbone/ransm/ss/on;. joimgan

batasan area parsabaran palatakan manara talakomunikasi
oaiaasarkan potansi ruang yang tersedia.

IS.Panetapan 2ona pembangunan Manara Talakomunikasi adalah kajian

Tel?komunil^^^^ biparuntukkan bagi pembangunan Manara
adalah persaorangan, koperasi.Badan Usaha milik

atau Badan usaha sv/asta yangmamilikj dan mangalola Menara Talakomunikasi untuk digunakan barsama
oleh penyelenggara Telekomunikasi

»ji_ Usaha yang mangalola ataumangoperasiixan Menara yang dimiliki olah pihak lain.
le.ParuMhaan Nasional adalah Badan usaha yang barbantuk Badan usaha

atau tidak barbadan usaha yang saluruh modalnya adalah Modal dalam
Negeri dan berkadudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan
parundang undangan Indonesia.

adalah orang persaorangan atau Badan Hukum yang
didirikan dangan Hukum Indonesia, mampunyai tampat kedudukan dan
baroperasi di Indonesia.

18. Ratribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pambarian izin tartantu yang khusus disediakan dan/ atau dibarikan olah
Pamarintah Kabupatan untuk kapantingan orang pribadi atau Badan.

19. Ratribusi Pangandalian Menara Talakomunikasi adalah ratribusi yang
dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan
rrianara Talakomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/ atau
dibarikan olah pamarintah kabupatan untuk kapantingan orang pribadi atau
Badan.

20. Wajib ratribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
parundang undangan ratribusi diwajibkan untuk malakukan pembayaran
ratribusi, tarmasuk pamungut atau pamotong ratribusi tartantu.



21.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk meman^atkan jasa dan perizinan tertentu
dari pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

22. Surat ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang lerutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD
adalah surat untuk melakukan taaihan retribusi dan atau sanksi

administrasi beruoa bunaa dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara
Telekomunikasi:

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adaiah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
Ruang, keamanan dan kepentingan Umum.

Pasal 3

(1)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang
pribadi atau Badan yang membangun, menggunakan/menikmati
pemanfaatan menara telekomunikasi;

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi. termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi
jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Besamya retribu^ yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dan tarif retribusi;

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Pajak Bumi dan Bangunan Menara Tetekomunikasi.

Pasal 6

(1) Besaran Ntlai Jual Obyek Pajak (NJOP) pengendalian Menara telekomunikasi
ditentukan. salah satunya dari tingkat ketinggian Tower itu sendiri sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;



BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

(1) Penraingutan Retrlbusi Pengendalian Wienara teiekomurdkasi dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu;

(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
SKRD serta SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara TelekomunlkasI dllakukan
oleh Pegawal Negerl Sipll (PNS) yang penunjukannya ditetapkan oleh
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu
melalui Keputusan Bupati Luwu;

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu)
Tahun.

Bagian kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara sekaligus dan/atau lunas oleh
Wajib retribusi.

(2) Daiam hal pembayaran retribusi dipungut oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagai tanda bukti

pembayaran retribusi.
(4) Pemugutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran

Pasal 10

(1) Retribusi yang diterima petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), disetor seluruhnya ke Rekening Kas daerah sesuai nomor rekening
penerimaan atau disetor ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu, dalam waktu 1x 24 jam
setelah retribusi diterima.

(2) Dalam hal penyetoran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah,
petugas melaporkan penyetoran tersebut kepada Bendahara Penerima
disertai Surat Tanda Setoran (SIS).

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika kabupaten Luwu, maka Bendahara Penerima
menyetor penerimaan tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam
dengan menggunakan dokumen admrnistrasi sesuai ketentuan perundang-
undangan.

(4)Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka
penyetoran dilakukan pada hari kerja berlkutnya.



BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Besamya penetapan dan penyetoran Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dihimpun dalam buku jenis rertribusi daerah berdasarkan
sub jenis penerimaan.

(2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) buat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

(3) Sesuai daftar penetapan. penerimaan,dan tunggakan sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan reaiisasi penerimaan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi paling lama setiap tanggal 5 bulan
berikutnya.

(4) Laporan reaiisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah bersamaan bukti-bukti penerimaan sesaui dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan
efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan
menara telekomunikasi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blaya penyusutan
biaya bunga pinjaman, operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (Dua persen) dari Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi
dan Bangunan Menara Telekomunikasi

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksudayat (1) adalah sbb;
a. Ketinggian Tower 0 s/d 10 m
b. Ketinggian Tower 11s/d 20 m
c. Ketinggian Tower 21s/d 30m
d. Ketinggian Tower 31 s/d 40m
e. Ketinggian Tower 41 s/d 50m
f. Ketinggian Tower 51 s/d 60m
g. Ketinggian Tower 61 s/d 70m
h. Ketinggian Tower 71 s/d 80m
i. Ketinggian Tower 81 s/d 90m
j. Ketinggian Tower 91 s/d 100m

NJOP. =Rp
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.
NJOP. =Rp.

49.204.223.-
67.073.214.-
108.980.233.-
148.181.573.-
187.382.912,-
257.070.704.-
351.012.147,-
364.213.236.-
445.654.482.-

NJOP. =Rp. 666.228.868,-



BAB IX

MASA RETRIBUSt RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah ;
a. Retribusi Pengendalia menara telekomunikasi berlaku 1(satu) Tahun;
b. Masa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan setelah itu harus

diperpanjang kembaii.

BABX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap penerbitan SKRD,
SSRD, dan dokumen lain yang dipersamakan, dicatat berurutan sesuai nomor
dan tanggal penerimaan.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendaliarv sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diterbitkan/dicetak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hai yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati inl,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Diundangkan di: Belopa
pada tanggal £ Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SAIFUL ALAM

Ditetapkan di; Belopa
pada tanggal: 2013

bupAi luwu,

A.MUDZAKKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 24


